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BUPATI MOROWALI
PRO\4NSI SUI-AWESI TENGAH

PERATURAN BUPATT MOROWALT

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS , WEWENANG DAN STANDAR REMUNERASI ATAU HONORARIUM

DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN

IAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I{ABUPATEN

MOROWALI

DENGAN RHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang a bahwa untuk melaksanaaa amanat Pasal 50
Permendagri Nomor 61 Tahun 2O07 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6,7, dan Pasal 8 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1O Tahun 2O14 tentang
Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah,
dipandang perlu menetapkan TUgas, Wewenang dan
Standar Remunerasi atau Honorarium Dewan
Pengawas dan Sekretaris Badan l,ayanan Umum
Rumah Sakit Daerah Kabupaten Morowali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Ttrgas, Wewenang dan Standar Remunerasi
atau Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris
Dewan Pengawas;

Mengingat l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Irmbaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 39OO) sebagaimana telah
diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2OO0 tentang Perubahan aas Undang-
undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Boul, Kabupaten Morowdi dan Kabrrpaten
Banggai Kepulauan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 78 Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2OO3 tentang Keuangan Negara (l.embaran Negara
tahun 2OO3 Nomor 47 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. UndanyUndang Republik Indonesia Nomor I Tahun
2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara tahun 2OO4 Nomor 5 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 44 Tahun
2OO9 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara
Republik Indoneia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-u ndangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tarhun 2014 Nomor 244, Tambah:i,n
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Petaturalr Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2OO5 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 48 Tambahan kmbaran Negara
Repubtk Indonesia Nomor 4502);
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8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2OO5 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 140,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45781;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor i3 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sslagaiman4 telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahrrn 2OO6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuagan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 6l Tahun 2OO7 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum
Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubtk Indonesia
Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 2O36);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1O Talriin 2O14
tentang Dewan Pengawas Badan l,ayanan Umum
Rumah Sakit Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, WEWENANG
DAN STANDAR REMUNERASI ATAU HONORARIUM
DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MOROWALI.

BABA I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

J

Dalam Peraturan Bupa.ti ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daeratr adalah Bupati dan perangt€t Daerah sebaga.i unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Morowali.
3. Rwnah Sakitu Umum Daerah Morowali yang seLanjutnya disingkat

RSUD Morowali adalah institusi kesehatan yang



menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorzrngarr secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.

4. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan
pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat
nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Ke{a Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

6. Remunerasi atau honorarium merupakan imbalan kerja yang dapat
berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon,
dan/atau pensiun.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen,
dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dewan Pengawas bertugas:
a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
b. menyettijui dan mengawasi pelaksrana,an rencana stiategis;

c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencarla anggaran;

d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
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(1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai gouemtg bodS (Dewan
Penyantun / Pemilik) Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit.

(2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 4



g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi,
dan peraturan perundang-undangan;

(2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit I
(satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-sewaktu atas permintaan
pemilik Rumah Sakit.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimal<sud dalam pasal 4 ayat (1)
Dewan Pengawas berkewaj iban :

a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rencana
Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pajabat Pengelola;

b. mengikuti perkembangan dan kegiatan serta memberikan saran kepada
Bupati mengenai setiap masalah penting lagi pengelolaan Badan
l,ayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Morowali;

c. melaporkan kepada Bupati tentang kine{a Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali;

d. memberii<an nasihat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kine{a baik keuangan maupun
nonkeuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting
untuk ditindallanjuti oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali;

f. memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja;

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan kewaljibannya, Dewan Pengawas
mempunyai wewenzulg:
a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan

keuangan Rurnah Sakit dari Kepala/ Direktur Rumah Sakit;
b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan

Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan
Kepata/Direkrur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi
tindak lanjut;

c. meminta penjelasan dari Direksi dan/ atau pejabat manajemen lainnya
mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan
sepengetahuan Kepala/ Direkhrr Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan
tniernal Rumah Sakit (hospital bglauts) atau Dokumen Pola Tata Kelola

l@rporate governanel;
d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah

Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesrrai

dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (lwspital bglattts) atanu

Dokumen Pola Tata Kelola (arporate gouernan'el;
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f.

berkoordinasi dengan Kepala/ Direktur Rumah Sakit dalam men)rusun
Peraturan Internal Rumaf, Satit (taspital bglauts) atau Doikumen Pola

Tata Kelola (orporate gouernane), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
memberikan rbkomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah
Sakit.

Pasal 7

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas,
Kepala/ Direktur Rumah Sakit dapat mengangkat seorang Sekretaris
Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(2) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima)
tahun atau sesuai dengan Peraturan Interrial Rumah Sakit (Ilospital
Bylautsl atau Dokumen Pola Tata Kelola (orynmte gouernanel dan
dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 8

(1) Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengagendakan, mengadmirristrasikan dan mengendalikan secara

terloris kegiatan Dewan Pengawas;
b. menyiapkan data dan informasi untuk mendukung tugas Dewan

Pengawas;
c. membantu Dewan Pengawas dalam menyusun laporan kepada

Bupati;
d. melaksanakan dan menyimpan dokumen kegiatan Dewan Pengawas;

dan
e. menjaga hal-hal yang perlu dirahasiakan atau yang menurut sifatnya

perlu dirahasiakan.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
bukan merupakari ariggotui Dewzin Pengawas dam tid:rk dapat bertindnk
sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengawas diatur oleh pemilik Rumah
Sakit dan dituangkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (hospilal
bglaus) atan Dokumen Pola Tata Kelola (arporate gouem.anel.

Pasal 10

(1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit.
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(2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat
diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan
Rumah Sakit.

BAB III

REMUNERASI ATAU HONORARIUM

Pasal 12

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat

puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
b. honorarium anggota dewan p€ngawas paling banyak sebesar 360/o (tiga

puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
c. honorarium selrretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima

belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 13

Dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang dlberhentikan
sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 5O% (lima
puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku
sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan
definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
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Pasal 1 I
(1) Dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dapat diberikan

remunerasi atau honorarium sesuai dengan tingicat tangungjawab dan
tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi atau honorarium sebegaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap,
honorarium, insentjf, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

(3) Remunerasi atau honorarium bagi dewan pengawas dan sekretaris
dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam
bentuk honorarium.

(4) Remunerasi atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan
usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang
Peraturan Bupati ini
Kabupaten Morowali.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 27 oKtober eo$

BT'PATI UOROWALI,

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 

"z' 
okbber loto

DAERAII
uoRowALr,

MOH. HA,UID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR ?3O
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